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BAB VI 

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan  

Berdasarkan analisis data yang telah penulis lakukan pada bagian pembahasan, 

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

a. Kinerja anggaran belanja yang dilihat dari varians belanja pada Badan 

perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan DaerahProvinsi 

NTT tahun 2019-2020 menunjukkan bahwa kinerja anggaran belanja sudah 

dapat dikatakan baik, karena adanya penghematan anggaran. Hal ini berarti 

bahwa realisasi belanja tidak melebihi anggaran belanja sehingga dapat 

dikategorikan baik. 

b. Berdasarkan hasil analisis pertumbuhan belanja diketahui bahwa 

pertumbuhan belanja pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan 

Pengembangan Daerah Provinsi NTT pada tahun 2020 pertumbuhan belanja 

bernilai positif dengan presentase sebesar 1,62%. Hal ini berarti 

Bappelitbangda Provinsi NTT telah mampu meningkatkan pertumbuhan 

daerahnya dari tahun sebelumnya karena adanya peningkatan jumlah 

realisasi belanja. Sementara itu, persentase pertumbuhan belanja pada tahun 

2021 dan 2022 mengalami penurunan yang signifikan yaitu sebesar 0,69% 

dan 0,12%. Hal ini disebabkan oleh realisasi anggaran belanja  mengalami 

penurunan secara signifikan, hal ini terjadi karena anggaran belanja  juga 

mengalami penurunan signifikan dari tahun sebelumnya.Hal ini berarti 
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bahwa pada tahun tersebut Bappelitbangda belum mampu meningkatkan 

pertumbuhan daerahnya.  

c. Berdasarkan analisis keserasian belanja yaitu rasio belanja operasi dan 

belanja modal terhadap total belanja. Dari hasil analisis tersebut dapat dilihat 

bahwa penggunaan aggaran pada belanja operasi cenderung lebih besar 

dibandingkan pada belanja modal. Sehingga, penggunaan anggaran untuk 

belanja modal relatif lebih sedikit. 

d. Berdasarkan rasio efisiensi belanja secara keseluruhan pada tahun 2019 

sampai dengan tahun 2022 menunjukan adanya penghematananggaran yang 

dilakukan pemeritah karena tidak melebihi dari 100% .  

Pada tahun 2019 menunjukkan tingkat efisien penggunaan belanja adalah 

sebesar 95,26%, maka termasuk dalam kategori kurang efisien. Kemudian 

pada tahun 2020 menunjukkan tingkat efisien penggunaan anggaran sebesar 

86,17%, maka termaksuk dalam kategori cukup efisien sama halnya pada 

tahun 2021 menunjukan tingkat efisien pengguna anggaran sebesar 82,21% 

maka termasuk dalam kategori cukup efisien. Pada tahun 2022 menunjukkan 

tingkat efisien penggunaan anggaran sebesar 77,40% maka termasuk dalam 

kategori efisien.  
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6.2 Saran  

  Adapun saran yang dapat penulis sampaikan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Untuk Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan 

Daerah Provinsi NTT harus mempertahankan kinerja anggaran belanja yang 

sudah baik, karena tidak ada realisasi belanja tidak melebihi anggaran belanja. 

b. Dalam hal keserasian belanja pada Badan Perencanaan pembangunan, 

Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT sebaiknya juga 

meningkatkan penggunaan anggaran terhadap belanja modal. Karena belanja 

modal digunakan untuk aset-aset tetap yang berguna dalam jangka panjang dan 

memberikan manfaat dimasa yang akan datang. 

c. Untuk penelitan selanjutnya diharapkan untuk lebih rinci lagi dalam 

menganalisa kinerja belanja pada Badan Perencanaan Pembangunan, 

Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT, dan hendaknya 

menambah tahun yang digunakan dan menganalisiskeseluruhan angaran 

belanja  sehinga dapat memperoleh hasil yang lengkap. 
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